KATA SAMBUTAN

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) semakin kom-
pleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, menggunakan
modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di
luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berba-
gai sektor. Hampir semua pelaku tindak pidana, khusus
nya korupsi, selalu berusaha menyembunyikan atau me-
nyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil
dari tindak pidana dengan berbagai cara agar susah dite-
lusuri oleh aparat penegak hukum sehingga mereka dapat
memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegia-

tan yang sah maupun tidak sah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang (UU TP TPPU), membawa angin segar bagi penegak |

hukum untuk menge]ar pelaku pencuc1an uang ba1k ak .

tif maupun pasif dan mengembahkan atau mem lihka
| keruglan negara atas tlndak pldana tersebut S
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Galah satu satu persoalan yang menyebabkan fon dahnYa .;_*
penanganan TPPU tersebut yaitu kurangnya kaPaSitagp
hukum baik dari sisi kualitas maupun kuantitag Ditambah
masih adanya perbedaan paradigma dan strategj 4y, e lagi
hukum dalam penanganan TPPU yang menimbuylkay, kera:i‘
an dalam penanganan perkara TPPU dan dapat berujun

8 pa
disparitas penegakan hukum. da

Untuk mengatasi hal tersebut, Komisi Pemberantasan Korups;
(KPK) bekerjasama dengan Department of Home Affairs Ays.
tralia bekerjasama menyusun Panduan Memahami Tipologi
Pencucian Uang dan Bagaimana Penanganannya, yang berisi-
kan uraian tipologi pencucian uang dari 19 (sembilan belas)
perkara TPPU yang telah ditangani KPK dan telah berkekuatan

hukum tetap.

Harapannya, panduan ini dapat menjadi pegangan bagi. pe- |
negak hukum dalam menemukan indikasi TPPU dan bag.:m'na'
na strategi terbaik dalam penanganannya. Namun demikian,
penegak hukum tidak dapat melakukan upaya .pencegahﬂ"
dan pemberantasan TPPU sendiri, dibutuhkan ker]asamaAYZ‘f
baik dengan semua pihak termasuk Pusat Pelaporan dan
lisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sehingga, tujuan Pe“esa =
hukum yang berkeadilan dan upaya optimalisasi pengem
kerugian negara dapat diwujudkan.

Salam Hangat,
Pimpinan KPK
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